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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  

PELAYANAN TEREPADU DAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 03/KEP/DPMPTP/2017 

TENTANG 

PENETAPAN TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 

Menimbang 
 

: a. 
 

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi 
tentang system, mekanisme, prosedur layanan dan mendapatkan 
penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai dengan mekanisme 
yang berlaku perlu adanya layanan pengaduan masyarakat; 

  b. 
 

bahwa penanganan layanan pengaduan masyarakat yang efektif 
merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang 
transparan dan akuntabel; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu 
menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tentang 
Penetapan Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat di Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten 
Padang Pariaman Tahun 2017. 

Mengingat 
 
 

: 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3898); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota 
Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4187); 

  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Padang Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

  8. 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah .............. 
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